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TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan
ukuran kinerja keberhasilan Pengadilan Negeri
Sleman dalam pencapaian tujuan dan sasaran
strategis dipandang perlu disusun dan ditetapkan
indikator kinerja utama pada Pengadilan Negeri
Sleman

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sleman
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Negeri Sleman tahun 2026

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung scbagaimana tclah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung,

Undang-Undang 2 tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Peradilan
Umum

Peraturan Presiden Nomor 29 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2025 tentang
Penyususnan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja kementerian / Lembaga

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan  sebagaimana telah




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 4 Tahun 2018 teritang Perubahan
Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:

167/KMA/SK.RA1.3/IX 2025 tentang Rencana
Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia
tahun 2025-2029

7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
168/KMA/SK.RA1.3/1X/2025 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung
Republik Indonesia tahun 2025-2029

8 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia 27101//SEK/RA1.3/X/2025 tanggal 31
Oktober 2025 tentang Pentapan Indikator Kinerja
Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan
Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan
kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sleman
dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja
dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan
evaluasi pencapaian kinerja.

Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini
bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada
Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Sleman agar
tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid yang
dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian
pelaksanaan program dan Kegiatan

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

keketiruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sleman
Padailanggal : 5 Januari 2026

KETUA PENGADILAN WRI SLEMAN,

o WARI JUNIATI |




LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN
NOMOR : 6/KPN.W13.U2/SK.KP3.4.1/1/2026
TANGQAL : 5 Januari 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 2026
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Berkeadllar

| % Terwujudnya |1.1 Persentase Jumlahperkara yangdisetesatkan tepatwaktu Panitera Laporan
peradilan yang penyelesaian Bulanan dan
efektif perkara secara Jumlah perkara yang diselesaikan Laporan
transparan, tepat waktu Tahunan
akuntabel, X 100%
responsif dan
modern Catatan :

1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat
pertama secara tepat waktu yaitu
penyelesaian perkara sejak mendapatkan
nomor register hingga perkara di minutasi
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

2. Untuk perkara yang proses
pemanggilannya telah ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan seperti
panggilan tergugat melalui media massa
dan berkedudukan di luar negeri tidak
termasuk dalam perhitungan indikator ini.

3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan
perkara yang harus diselesaikan (sisa awal
tahun dan perkara yang masuk).

4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah
Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan
Ditambah Sisa Perkara Tahun
Sebelumnya.

Dasar Hukum :

s Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2014 tanggal
13 Maret 2014 tentang Penyelesaian




Perlkara di Phengadllan ‘I‘:.ngjcat ngtarna
dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat)
Linglungan Peradilan.

» Peraturan perundang-undangan atau
kebijakan terkait yang
mengatur batas  waktu penyelesaian|

perkara,

1.2 Persentase Jumlah salinan putusan yang Panitera Laporan
penyediaan | tersedia/dikirimkan kepada para pihak Bulanan
- secara tepat wakiu dan
E:zﬁg:an Jumlah perkara vang diputus X 100%

putusan tepat .
walkfu oleh Cata t“ﬁ N % perkar ta sebagai il
dilan 1. ,“t“ perkara perda a sebagai pengadilan
pengadi tingkat pertama, kinerja dihitung sejalk
tingkat putiisan diucapkan sampai dengan
pertama tersedianya salinan putusan pada SIP
kepada para (Sistem Informasi Pengadilan). Pada
pihak perkara konvensional dikurang tenggang
waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja
untuk perkara pidana 7 hari.

2. Hinerja pengiriman salinan putusan untuk
perkara pidana scbagai pengadilan tingkat
pertama yang dilaloulan secara
konvensionalfelektronik fsurat  tercatat
dengan penjelasan sebagai berilut:

a. HKinerja pengiriman salinan putusan
melalui  jurnsita  dihitung  sejak
putusan divcapkan sampai dengan
salinan putusan diterima oleh para
pihak;

b. Kinerja pengiriman salinan putusan
dengan metode pengiriman elektronike
dihitung pada hari dan tanggal vang
sama dengan pengucapan putusan;

o, Kinerja pengiriman salinan putusan




3
e
4
?

o | PR T e oo [ v
s EE R N ﬂgﬁﬂﬁw R M-{w‘i@ﬁ ; iﬁ‘&h,@'ﬁgﬂ'mﬂwﬁmﬁ
melalui  surat terca.tat,.-"pﬂmk lr.et:lga
dihitung sejak putusan diucapkan
sampai dengan  salinan  putusan
disampaikan kepada para pihak.

1.3 ?'.?I‘NDT.E.SE Juralah pemberitahuan petikan atau amar Panitera Laporan
[PenZIriman putugan tinglat banding kasasi PK yang Bulanan dan
beritahu an disampaikan kepada para pihal secara tepat Laporan
tikan/amar Wl X 100% Tahunan

: Jumlah petikan atan amar pumsan bandingkasasi
utusan t.lngkﬂitd dan PK yang diterima pengadilan pengajie
djllg, kasas arl

secara tepat

tu oleh Catatan :
ngadilan 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan
engaju perkara perdata SECAra
ada para konvensional felektronik /surat  tercatat
bihak dengan penjelasan sehagai beriloat:

a. Hinerja pemberitahuan isi putusan
melalui  jurusita  dihitung  scjak
pemberitahuan isi putusan diterima
pengadilan pengeju sampai diterima
oleh para pihak;

b. Kinera pemberitahuan isi  putusan|
dengan metode pengiriman elelcronik
dihitung sejak pemberitahuan  isi
putusan diterima pengadilan 5 j
sampai dikirimkan melalui domisili
elektronik para pihak;

c. Kinetja pemberitahuan isi putu
melalui surat tercatat/pihak ket
dihitung s¢jak pembéritahuan i
putusan diterima pengadil
pengaju
sampai disampaikan kepada
pihak
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2 H.lﬂE:l'Ja penglnman petlkan isi p‘LIl'l.:I.B:EIl
perkara pidana, secara konvensional/el
ektronik f surat tercatat dengan
penjelasan
sebagai berikut:

. Kinerja pengiriman petikan isi

Kinerja pengiriman petikan isi
putusan melahii jurusita dihitung
sejak petikan isi putusan diterim
pengadilan pengaju sampai diterim
oleh para pihak;

Kinerja pengiriman petikan isi
putusan dengan metode pengiriman
elektronik dihitung sejak petikan isi
Putusan

diterima pengadilan pengaju sampail
dikirimkan melalui domisilij
elekironik para pihak;

putusan melalui surat]
tercatat/pihak ketiga dihitung sejald
petilan isi putusan

diterima pengadilan pengaju sampail
disampaikan kepada para pihak,
(dikecualikan untuk penyvampaian
petikan fisi putusan Banding, i
dan PK untuk para pihak yan
berada di  luar negeri  melahad
prosedur

rogatori. Para pihak termasuk
Penuntut

Umum, Terdaltwa dan Terpidana (di
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pengiriman).

kurangi dengan waktu toleransi

1.4 Persentase
pengiriman salinan
putusan perkara
pidana tingkat
banding, kasasi dan
PK tepat waktu oleh
pengadilan

Jumiah salinan putusan yang dikirimkan kepada
para pihak secara tepat waktu
X 100%

Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK
yang
diterima pengadilan pengaju

Catatan :

Kinerja pengiriman salinan putusan perkara
pidana secara konvensional/elektronik/surat
tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Kinerja salinan putusan melalui
jurusita dihitung secjak  salinan
putusan diterima pengadilan pengaju
sampai diterima oleh para pihak;

b. Kinerja salinan putusan dengan metode
pengiriman elektronik dihitung sejak
salinan putusan diterima pengadilan

pengaju sampai dikirimkan melaluj
domisili elektronik para pihak;

c. Kinerja salinan putusan melalui surat
tercatat/pihak ketiga dihitung sejak
salinan putusan diterima pengadilan
pengaju sampai disampaikan kepada
para pihak.

d. Para pihak temasuk penuntut umum,
terdakwa dan terpidana.

Panitera

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan

1.5 Persentase

putusan pengadilan
vang diunggah padal
direktori putusan

Jumiah putusan yang diunggah pada direktor! putusan
X 100%

Jumlah putusan yang telah diminutasi

Catatan :
Indikator ini bertuyjuan untuk mengukur
kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk
melakukan unggah putusan pada direktori
putusan paling lambat pada saat perkara
diminutasi

Panitera

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan




Surat Keputusan Hetua Mahkameh Agung
Nomor 2-144/HKMA/SE/VII/ 2022 tentang
Standar Pelayanan Informasi Publik di
Pengadilan

1. Kinerja penerapan pendekatan

keadilan restoratif dengan

ketentuan sebagai berikut:

a Tindak pidana yang dilakukan
merupakan tindalk pidana ringan atau
kerugian Korban bernilai tidak lebih
dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima
ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari
upah minimum provinsi
setempat;Kinerja  salinan  putusan
dengan metode pengiriman elekironik
dihitung sejak =salinan  putusan
diterima pengadilan pengaju sampai

dikirimkan melalii domisili eleldronik

1.6 Pﬁ‘rBEt‘ftch Jumtlsl permobonan eksekusi putusan Panitera Laporan
penyclesaian perdata Bulanan dan
permohonan E i X 100% Laporan
elkselusi putusan fumlah putusan perdata yang dimchoenkan ekeek Tahunan
lpcrdata.
Catatan :
Permohonan skselusi yang diselesailkan meliputi;
a. Berhasil dilaksanakan ekselousi;
b. Dicabut; dan
c. Dicoret dari register termasuk non
exectilable
1.7 Persentase Fanitera Laporan
perkara yang jumiah perkara yang berhasil Bulanan dan
berhasil diselesaikan melalui pendekatan T.ﬂpﬂ:l.‘ElIl
; - ; keadilan restoratit X 100%
disclesaikan melalui lumlah periara yang memenuhl kriteria penerapan Tahunan
Ecndr.kata.n pendekatan keadilan
cadilan restoratif restoratic




para plhﬂk,

d.
c.

2. Hakim tidak berwenang menerapkan
keadilan restoratif dalam hal:
a. Korban atau terdakwa menolak untuk

b.
c.

3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif
berdasarkan PERMA terkait keadilan
restoratif:

a.
b.

(=8

Tindak pidana merupakan delik aduan;
Tindak pidana dengan ancaman
hukuman maksimal 5 (lima) tahun
penjara dalam salah satu dakwaan,
termasuk tindak pidana jinayat
menurut ganun;

Tindak pidana dengan pelaku Anak
yang diversinya tidak berhasil;

Tin pidana lalu lintas yang berupa|
kejahatan.

melakukan perdamaian;

Terdapat relasi kuasa;

Terdakwa mengulangi tindak pidana
sejenis dalam kurun waktu tiga tahun
sejak terdakwa,

Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun
2024,

Pemulihan korban dipertimbangkan|
dalam putusan;

Penjatuhan pidana percobaan atau
penjatuhan pidana pengawasan dan)|
pidana kerja sosial;
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1.8 Persentase
ipekara yang
berhasil
idiselesaikan melalui
mediasi

Jumlah perlara yang maissif diselesalkan melalul
X 100%

Catatan :
1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi

. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan

. Jumlah perkara yvang wajib dilalakan)

Jumlah perkara vang wajlb dilakukan mediasi

meliputi:

a. Perkara yang berhasil didamaikan
seluruhnya dengan akta perdamaian
atan pencabutan perkara;

b. Perkara yang berhasil didamaikan

sebhagian.

mediasi yang dilaksanakan oleh mediator
hakim ataupun non hakim.

mediasi tidak termasuk perkara yang ti
dapat dilaksanakean mediasi karen
ketidakhadiran salah satu pihak.

Panitera

1.9 Persentase

perkara anak vang
berhasil

diselesaikan melalui
diversi

lah perk ak barhasil diselesaikan secara
Jumlah perkaraani ﬁ%gﬂ‘rrslf

X 100%

Jumlah perkaca anak yang telah selesal proses diversi

Catatan :
1. Jumlah perkara anak yang telah selesai

. Kriteria perkara anak yang memenuhi

. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu

. Pembaginya jumlah perkara anak yang

proses musyawarah diversi adalah perkara
anak yang telah memenuhi syarat untuk
dilaksanakan diversi dan telah sclesai
proses musyawarah diversi

syarat diversi adalah perkara anak yang
diancam dengan pidana penjara dibawah
7 tahun dan bukan merupakan
pengulangan tindalk pidana;

adanya penetapan diversi berhasil dari
penetapan Ketua Pengadilan.,

telah selesai proses diversi Adalah telahme

ncapai musyawarah /berunding/berembuk

Panitera

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan
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1.10 Persentase
perkara perdata
tingkat pertama
yang menggl-
nakan e- Court

Jumlah perkara pe-rdat:n tingkat pertama yang
diajukan Menggunakan é—Court

Jumlah perkara perdata lngkat pertama X 100%
yang diajukan

Catatan :

1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan
maliputi jumlah perkara perdata yang
diajukan secara elektronik melalui e-Court
dan perkara perdata yang diajukan secara
konvensional.

2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat
pertama yang diajulkkan sama dengan
didaftarkan

Dasar Hukum:

¢« Peraturan Mahkamah Agung Nomaor 7
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara
dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik

+  Keputusan Ketua Mahlkamah Apung
Nomor 363 /KMA/SK/SK/XII/2022
tentang Petunjuk Teknis Administrasi
dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara
Apama, dan Tata Usaha Negara di
Pengadilan Secara Elektronik

Lapom.n
Bulanan dan
Laporan
Tahunan

1.11 Persentase
kara pidana
Egm dilimpahkan

ecara elektronik [e-

Berpadu)

Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elekironik
X 100%

Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan

Catatan :

1. Untuk mengulkur persentase jumlah
perkara pidana yang diimpahken secara
eleletronilc melalui e-Berpadu

2, Pelimpahan perkara pidana meliputi
Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan
secara elektronik melalui e-Berpadu dan

Panitera

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan




layanan pengadilan dengan kriteria sebagai
berikut:

Persyaratan;

Sistemn, mekanisme dan prosedur;

Walktu penyelesaian;

Biaya ftarif

Produk spesifikasi jenis pelayanan;
Eompetensi pelaksana;

Perilaku pelaksana;

MR
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1.12 Persentase . " idla Panitera Laporan
an perkara Jurnlal layanan p rhenﬁﬁl;i:nﬁyang diajulan 5;:::0% Bupi,gnan dan
E:]ana }ra;:f;m Jumlah layanan perkara pidana mﬁ;‘ﬂ
elektronik (e- Catatan ;
Berpacdu) 1. Untuk mengulur perseatase jumlah
layanan perkara pidana yang diajukan
secara elektronik melalui e-Berpadn selain
pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan,
pengeeledahan, perpanjangan penahanarn,
dit)
2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi
jumlah layanan perkara pidana masing-
masing layanan vyang digjukan sscara
elektronik melalui e-Berpadu dan yang
diajukan secara konvensional
2, Meningkatnva (2.1 Indeks 1 Panitera Laporan
Tingkat EpuUASAn pEngEuna Indeks kepuanan F::Iilgguna Eyanan dan Tahunan
evakinan dan  [layanan pengadilan | | _ pemgacilan Sekreta
rCAYAAN rdasarkan ris
Publik tandar layanan Indeks ini bertujuan untuk menguloar kepuasan
vang ditetapkan masyarakat pencari keadilan terhadap standar




9. Sarana dan prasarana.

Pengukuran indelks meliputi layanan scbagag
berikut:
L. Eepuasan pengguna layanan pos bantaan|
huloum [posbalkoum);

2. Kepuasan pengguna layanan sidang di haar
gedung pengadilan;

3. Kepuasan pengguna layanan
pembebasan hiaya perkara
(proden);

4, Kepuasan para pihak dalam perkara
perempuan berhadapan dengan
hukum;

5. Kepuasan para pihalk dalam perkara
penyandang disabilitas berhadapan
dengan hulum.

Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranyas
1. Pelayanan administrasi persidangan;
2. Pelayanan bantuan huloam;
3. Pelayanan pengaduan;
4. Pelayanan permohonan informasi.

Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

5.

Terwujudnya
Manajemen
Peradilan yang
Transparan
dan Profesional

3.1 Indeks
Profesionalit as
Aparatur Sipil
Negara (IP ASN)
Satuan Kerja

Pengadilan

Catatan :
Nilai Indelks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
(IP ASN) terdiri dari:
1. Kompetensi [40%)
2. Kinerja (30%)
3, Kualifikkasi (25%)
4, Disiplin (5%)
Dasar Hukum :
Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8

Tahun 2019

Sekretaris

Laporan
Tahunan




INDIKATOR
SASARAN PENANGGUNG SUMBER
NO | giNERJA EIRERIA FRRSLARAN JAWAB DATA
UTAMA
3.4 Nilai Catatan : Sekretaris Laporan
Indikator Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja Tahunan
Pemgelolaan Aset untuk mengukur kualitas tata kelola barang Aplikasi E-
(IPA) Satuan Kerja | milik ncgara 23&;‘;&
Fengadiion Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan MonSAKTI,
pengukuran kinerja tahun berjalan dan Laporan
Dasar Hukum : Realisasi
o Keputusan Menteri Keuangan Nomor Anggaran
[ 112/KM.6/2024 tentang Kinerja

Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun
2024

e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

KETUA pé;;omudw.g;gem SLEMAN,

# wart suniAT: 4




